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ABSTRAK

Sebagai salah satu program pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, KUR,
diluncurkan untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi
oleh pelaku UMKM di berbagai sektor usaha di Indonesia. Salah
satu sektor strategis yang dituju oleh KUR adalah sektor pertanian.
Penelitian ini menganalisis hubungan antara KUR yang diberikan ke
sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
dan ekonomi agregat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
menganalisis hubungan antara KUR sektor pertanian terhadap
penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia baik secara
keseluruhan maupun yang ada di pedesaan. Dengan menggunakan
data 34 provinsi selama tahun 2010-2017 dan menerapkan metode
Panel Vector Autoregressive, hasil penelitian menunjukkan bahwa
KUR sektor pertanian memiliki dampak positif yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 0.025%,
namun tidak signifikan secara agregat. Lebih lanjut lagi, KUR juga
berdampak signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin di
Indonesia sebesar 0.017%, namun tidak signifikan di pedesaan.

The Effect of Micro Credit Program (KUR) Through Agricultural Sector
on Economic Growth and Poverty in Indonesia

ABSTRACT

As one of government program, Micro Credit Program, called
KUR, is launched to tackle the capital problem faced by Small
Medium Enterprises (SMES) in various business sectors in
Indonesia. One of targeted sector by KUR is agricultural
sector. This study analyzed the effect of KUR given to the
agricultural sector on the economic growth both in the
agricultural sector and the aggregate economy in Indonesia.
In addition, this study also considered the relationship
between the KUR given to the agricultural sector on the
poverty reduction in Indonesia in whole as well as in rural
areas. Using panel data set of 34 provinces in Indonesia in

Copyright©2023, Ekonomikawan : Jurnal llmu ekonomi dan Studi Pembangunan. This is an open access article under the
CC-BY-SA : ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )


https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:indah@pknstan.ac.id

EKONOMIKAWAN : Jurnal llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.2 Desember 2023

P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157

Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635

2010-2017 and applying Panel-Vector Autoregressive method,
the results shows that the KUR given to the agricultural sector
had a significantly positive impact on economic growth in
agricultural sector as much 0.025%, but insignificant in
aggregate. Furthermore, KUR had an impact on the aggregate
poverty reduction 0.017% in Indonesia, but insignificant in
rural area.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor strategis di Indonesia. Sektor ini pernah menjadi
tulang punggung ekonomi Indonesia dengan porsi 45% dari total PDRB Indonesia pada
tahun 1970 dan menyerap 67% tenaga kerja, namun jumlah ini terus mengalami penurunan
yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi Indonesia yang dimulai pada awal tahun
1970-an (Suryahadi et al., 2008). Pada tahun 2016, sektor pertanian hanya meraih porsi
13.47% dari PDB. Lebih lanjut lagi, tren laju pertumbuhan PDB sektor pertanian tampak
stagnan dari tahun 2002-2014 seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.
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Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2018.
Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB dan PDB Sektor Pertanian 2002-2014

Stagnasi pertumbuhan sektor pertanian ini tentu akan berdampak pada rencana
strategis pemerintah, salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Menurut data BPS
tahun 2017, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 16,31 juta orang dari 26,58 juta
total penduduk miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 13,47%
sementara tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12%, Gambar 2. Angka ini masih berada
di atas target pemerintah. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di level 8,5-9,5% pada tahun 2017.
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Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Indonesia (kiri) dan Porsi Penduduk Miskin di
Pedesaan (kanan) Terhadap Total Penduduk Miskin

Sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut
Suryahadi et al. (2008) dan Hermawan (2012), pertumbuhan sektor pertanian berdampak
signifikan terhadap penurunan kemiskinan di daerah pedesaan sekaligus menjadi kunci
dalam mengurangi kemiskinan secara agregat. Selain itu, sektor pertanian memberikan
multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi (Zhuang et al., 2009 dan Lewis, 1954) dan
meningkatkan penghasilan para petani (Mellor dan Ranade, 2006). Oleh karena itu, perlu
adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar pertumbuhannya
melaju dengan cepat.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas sektor
pertanian antara lain masalah konversi lahan, infrastruktur irigasi yang masih belum optimal,
kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta masalah permodalan dan pembiayaan
kredit. Faktor pembiayaan menjadi penting untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan faktor
pembiayaan berfungsi sebagai salah satu fungsi produksi dan berperan dalam peningkatan
kapasitas pelaku usaha sektor pertanian dalam menjalankan usahanya sehingga produksinya
menjadi optimal (Nugroho, 2016).

Dalam rangka menyelesaikan masalah pembiayaan, pemerintah telah bekerja sama
dengan pihak perbankan untuk meluncurkan beberapa kredit program bagi petani dan pelaku
usaha pertanian. Kredit program ini telah dilaksanakan sejak awal Pelita | melalui program
Bimas (Bimbingan Masal) pada tahun 1964. Kredit program ditujukan untuk membantu
mengatasi permasalahan permodalan pelaku usaha pertanian yang dianggap masih sangat
berisiko oleh perbankan. Kredit program diharapkan menjadi pemicu pelaku usaha untuk
mengembangkan usahanya agar “naik kelas” (Kloppenburg, 2009), sehingga tidak terus
mengharapkan bantuan modal dari pemerintah. Dengan demikian, sektor pertanian
diharapkan dapat tumbuh dengan pesat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan secara agregat.

Telah banyak penelitian di luar negeri yang membahas pengaruh penyaluran kredit
program ke sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat
kemiskinan antara lain Akram et al. (2008) dan Rehman et al. (2017) di Pakistan serta Simsir
(2012) di Turki. Mayoritas penelitian menggunakan time series dengan Ordinary Lesat
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Square (OLS) (Hermawan ,2012; Simsir, 2012) dan Rehman et al., 2017), dan spesifik pada
regresi Vector Autoregression VAR (Akram et al., 2008).

Kredit program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia terbagi ke dalam dua
model skema pembiayaan, yaitu skema Subsidi Bunga dan Penjaminan Risiko (Nugroho,
2016). Kredit program yang memakai skema Subsidi Bunga antara lain Kredit Usaha
Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
(KPEN-RP), dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang saat ini telah
dihentikan. Sementara yang memakai skema Penjaminan Risiko adalah Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Sayangnya, sampai 2016 porsi pembiayaan ke sektor pertanian dinilai masih minim
yakni tidak sampai 10% dari total kredit yang disalurkan perbankan, Gambar 3.

300,000 12.00%
250,000 10.00%
200,000 8.00%
150,000 6.00%
100,000 4.00%
50,000 2.00%
0.00%

2
=
]
e
]
)
A,

mmEER

%
2,
()
2,
7
<
7}
o
2,
7
s
‘s

IR
Q" L”
A AR A

7
e
%,
()
2
%
7
e

Posisi kredit Sektor Pertanian (miliar Rp)

%porsi kredit Sektor Pertanian terhadap total kredit

Sumber : Diolah dari Bank Indonesia, 2018.
Gambar 3. Posisi Kredit Sektor Pertanian (sisi kiri) dan Porsinya Terhadap Total Kredit
yang Disalurkan (sisi kanan) 2002-2016

Momentum akselerasi penyaluran kredit pertanian ini tentu saja perlu dikawal dengan
baik. Kredit yang diberikan ke sektor pertanian khususnya yang berasal dari KUR akan
berimplikasi pada anggaran belanja pemerintah. Semakin besar KUR yang diberikan,
semakin besar pula beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Untuk itu, perlu
dilakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh KUR terhadap pertumbuhan
ekonomi secara agregate maupun pada sektor pertanian serta sekaligus seberapa besar
pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di pedesaan.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat
kebijakan terkait efektivitas pemberian kredit sektor pertanian dalam menumbuhkan
ekonomi, produksi pertanian dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Data ini
dikeluarkan resmi oleh BPS, Kemenko Bidang Perekonomian dan DJPb dalam periode
2010-2017 di 33 provinsi Indonesia. Meskipun sejak tahun 2015 ada 34 provinsi, namun
untuk menjaga kesinambungan data yang digunakan, data provinsi Kalimantan Utara
dilebur dengan data Kalimantan Timur sehingga pengamatan tetap berjumlah 33 provinsi.
Variabel terikat yang digunakan adalah PDRB, PDRB sektor pertanian, jumlah penduduk
miskin agregat, dan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Sementara, variabel bebas
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utama adalah KUR sektor pertanian dan variabel kontrol adalah jumlah hasil panen.
Variabel-variabel tersebut dirangkai menjadi model penelitian seperti pada Akram et al.,
(2008) sebagai berikut:
LGRDP; = ajy + B1LKUR;, + BsLPROD; + ;¢ -----(1)
LAGRDP;, = a;, + B1LKUR; + B3LPROD; + & -----(2)
LPO; = ajy + B1LKUR;. + BsLPROD;, + € -----(3)
LRPO; = ayy + BLKUR;, + BsLPROD; + ; -----(4)

Keterangan:

LGRDP = Logaritma natural dari PDRB seluruh sektor

LAGRDP = Logaritma natural dari PDRB sektor pertanian

LPO = Logaritma natural dari jumlah penduduk miskin agregat
LRPO = Logaritma natural dari jumlah penduduk miskin di pedesaan
LKUR = Logaritma natural dari KUR sektor pertanian

LPROD = Logaritma natural dari jumlah hasil panen

o = konstanta

€ = error

Keempat model diuji menggunakan Panel Vector Autoregression (VAR). Panel VAR
merupakan metode pengujian yang menggunakan uji VAR, yang biasa digunakan dalam
pengujian ekonometrik time series, ke dalam data panel (Abrigo dan Love, 2015).

Langkah pengujian panel VAR adalah, pertama, uji dependensi cross sectional
(Bhattacharya, 2015) dengan menggunakan Pesaran CD. Kedua, uji stasioneritas data
menggunakan uji unit root sedangkan kestabilan estimasi akan dilihat melalui nilai Eigen
yang dihasilkan oleh estimasi model (Abrigo dan Love, 2015). Uji unit root menggunkan
Augmented Dickey-Fuller Test untuk variabel yang tidak terdapat dependensi cross sectional
sedangkan variabel yang memiliki dependensi cross sectional menggunakan uji CIPS
(Bhattacharya, 2015). Ketiga, uji kointegrasi menggunakan metode panel cointegration test
yang diusulkan oleh Pedroni (Bhattacharya, 2015) dimana panjang lag ditentukan
menggunakan automatic lag selection berdasarkan nilai schwartz information criterion
(SIC). Lag optimal ditentukan berdasarkan nilai MBIC, MAIC, dan MQIC terendah (Abrigo
dan Love, 2015). Keempat adalah meregresi model panel VAR. Setelah hasil estimasi
diperoleh, model panel VAR yang diperoleh akan diuji stabilitasnya dengan melihat nilai
Eigen yang dihasilkan oleh model tersebut. Kelima, analisis impulse response function (IRF)
dilakukan untuk melihat guncangan dari suatu variabel lain dan berapa lama pengaruh
tersebut terjadi. Terakhir, keenam adalah analisis variance decomposition. Forecast Error
Variance Decomposition (FEVD) mengindikasikan seberapa besar kontribusi informasi
setiap variabel terhadap variabel lain dalam model autoregresi. FEVD ini menentukan
besaran forecast error variance dari setiap variabel yang dapat dijelaskan oleh guncangan
eksogen terhadap variabel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif atas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

LGRDP LAGRDP LKUR LPROD LPOV LRPOV
Mean 18.804 16.963 12.644 13.951 13.036 12.638
Median 18.609 16.908 12.639 14.023 12.858 12.549
Max. 21.603 19.370 15.424 16.985 15.526 15.112
Min. 16.522 14.059 9.8163 8.5124 11.124 10.031
Std. Dev. 1.1912 1.0834 1.2094 1.8421 1.0603 1.0913
Skewness 0.3895 0.0028 0.0265 -0.8456 0.5898 0.2146
Kurtosis 2.4895 2.8123 2.6546 3.7964 2.9605 2.8007
JB test 9.5405 0.3879 1.3431 38.439 15.322 2.3883
P-value 0.0085 0.8237 0.5109 0.0000 0.0005 0.3029
Sum 4964.3 4478.2 3338.1 3683.1 3441.6 3235.3
Sum Sqg. Dev. | 373.18 308.72 384.68 892.39 295.68 303.68
Obs. 264 264 264 264 264 256

Sumber: Diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.0.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari enam variabel yang digunakan hanya tiga variabel
memenuhi asumsi distribusi normal yakni variabel LAGRDP, LKUR, dan LRPOV. Variabel
LGRDP dan LPOV memperlihatkan adanya pengelompokan data pada ekstrem kanan. Hal
ini menandakan bahwa lebih banyak provinsi yang memiliki PDRB dan jumlah penduduk
miskin di atas rata-rata agregat. Sebaliknya, variabel LPROD justru menunjukkan
pengelompokan data yang sangat besar pada ekstrem kiri. Hal ini menandakan jumlah
provinsi yang memiliki produksi padi dan palawija di bawah rata-rata jauh lebih besar
daripada yang di atas rata-rata agregat.

Rata-rata produksi padi dan palawija seluruh provinsi dalam kurun tahun 2010-2017
adalah 3.621.931 ton/tahun. Dari 33 provinsi, hanya 7 provinsi yang memiliki produksi padi
dan palawija di atas rata-rata agregat yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Rata-rata produksi paling besar
dipegang oleh provinsi Jawa Timur dengan jumlah produksi 22.673.885 ton/tahun kemudian
disusul oleh Jawa Tengah (17.849.076 ton/tahun), Jawa Barat (15.652.613 ton/tahun),
Lampung (13.079.105 ton/tahun), dan Sulawesi Selatan (7.456.322 ton/tahun).

Walaupun tiga besar rata-rata produksi padi dan palawija dipegang oleh provinsi di
regional Jawa, rata-rata PDRB sektor pertanian di regional Sumatera lebih besar daripada
regional Jawa. Rata-rata PDRB sektor pertanian per tahun di regional Sumatera sebesar Rp
507 triliun, sementara regional Jawa hanya Rp 489 triliun (Tabel 2). Hal ini disebabkan
produksi sektor pertanian di regional Sumatera didominasi oleh sub sektor perkebunan
terutama karet, kelapa, dan kelapa sawit (BPS).

Tabel 2. Rata-rata PDRB Agregat dan PDRB Sektor Pertanian per Tahun

Regional PDRB Sektor PDRB Agregat (dalam | % PDRB sektor
Pertanian juta rupiah) pertanian
(dalam juta rupiah)

Sumatera 507.015.296 2.296.194.404 22,08%

Jawa 489.090.145 5.898.515.801 8,29%

Bali dan Nusra 62.109.987 303.854.270 20,44%

Kalimantan 103.370.218 862.164.573 11,99%

Sulawesi 152.036.457 582.938.922 26,08%

Papua dan Maluku 36.013.560 246.396.920 14,62%

Sumber : Diolah dari BPS (2018).
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Selama periode 2010-2017, KUR sektor pertanian lebih banyak disalurkan ke regional
Jawa. Total KUR sektor pertanian ke regional Jawa adalah sebesar Rp 77,283 triliun dengan
tiga provinsi terbesar yaitu Jawa Timur (Rp 26,07 triliun), Jawa Tengah (Rp 24,28 triliun),
dan Jawa Barat (Rp 15,76 triliun). Jumlah tersebut merupakan 46,67% dari total penyaluran
KUR ke sektor pertanian di seluruh Indonesia selama tahun 2010-2017 yang sebesar Rp
165,63 triliun. Regional Sumatera menerima penyaluran KUR ke sektor pertanian sebesar
Rp 44,104 triliun (26,63%) dan sebesar Rp 44,24 triliun sisanya tersebar ke regional-regional
lain. Regional Papua dan Maluku mendapatkan porsi paling kecil yaitu 2,67% atau hanya
Rp 3,798 triliun.

Penyaluran KUR ke sektor pertanian mengalami tren peningkatan tiap tahunnya.
Compunding annual growth rate (CAGR) KUR ke sektor pertanian secara nasional adalah
21,77% per tahun. Meskipun penyaluran KUR paling besar berada di regional Jawa,
pertumbuhan paling cepat justru berada di regional Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) dengan
CAGR sebesar 31,13% per tahun, sedangkan regional Jawa hanya memiliki CAGR sebesar
19,81% per tahun. Urutan kedua diraih oleh regional Sulawesi dengan CAGR sebesar
29,19% per tahun. Sebagai regional dengan nilai KUR sektor pertanian terkecil, Papua dan
Maluku memiliki CAGR sebesar 13,28% per tahun. Pertumbuhan paling kecil berada di
regional Kalimantan dengan CAGR sebesar 7,58% per tahun.

Sebaran penduduk miskin di Indonesia juga masih terkonsentrasi di regional Jawa.
Data tahun 2017 menunjukkan bahwa 53,25% dari total penduduk miskin di Indonesia
berada di regional Jawa dengan jumlah 14.789.430 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak
7.647.850 jiwa merupakan penduduk miskin di pedesaan.

Walaupun jumlah penduduk miskin di regional Jawa terlihat begitu besar, tingkat
kemiskinan agregat (persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk) di
regional Jawa menempati urutan terendah kedua di Indonesia. Tingkat kemiskinan agregat
terendah diraih oleh regional Kalimantan dengan persentase 6,09% pada tahun 2017. Tingkat
kemiskinan pedesaan (persentase jumlah penduduk miskin pedesaan terhadap total
penduduk desa) di regional Kalimantan juga paling rendah yaitu sebesar 7,85%. Sementara,
tingkat kemiskinan agregat di regional Jawa sebesar 9,29% dengan tingkat kemiskinan
pedesaan sebesar 13,21%.
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Gambar 4 Tingkat Kemiskinan Agregat Per Regional 2010-2017

Selama tahun 2010-2017, Gambar 4, tingkat kemiskinan di regional Papua dan Maluku
selalu menempati posisi teratas. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Papua Maluku
sebesar 19,38% dengan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 26,80%. Jumlah penduduk
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miskin di Papua dan Maluku sebanyak 1.523.050 jiwa dan 1.399.940 (91,91%) di antaranya
berada di pedesaan.

Pengujian Model Estimasi

Uji dependensi cross sectional akan menggunakan uji Pesaran CD dengan hipotesis
null (Ho) yang digunakan dalam uji pesaran CD adalah tidak ada dependensi cross
sectional. Dari hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Tabel 3, semua variabel yang diteliti
menunjukkan p-value yang kurang dari nilai signifikansi 5% sehingga Ho dapat ditolak.
Dengan demikian, pengujian menyimpulkan bahwa semua variabel yang diteliti memiliki
dependensi cross sectional. Hal ini berarti terdapat ketergantungan antar provinsi di setiap
variabel yang diteliti.

Tabel 3. Hasil Pengujian Pesaran CD
LGRDP | LAGRDP | LKUR | LPROD | LPOV | LRPOV
Pesaran CD | 63.78143 | 64.28570 | 48.42986 | 15.01982 | 7.617195 | 5514473
P-value 0.0000 0.0000 |  0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

Karena semua variabel yang diuji memiliki dependensi cross sectional, uji CIPS
akan digunakan dalam uji unit root. Hipotesis null (Ho) yang digunakan dalam pengujian
ini adalah homogeneous non-stationary yang berarti bahwa terdapat unit root pada variabel
yang menyebabkan tidak stasioner. Pengujian dilakukan dengan memasukkan konstan
tanpa tren pada lag 1. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, Tabel 4, semua variabel
signifikan pada first difference 1(1), kecuali LGRDP signifikan pada second difference 1(2).

Tabel 4. Hasil Pengujian Pengujian CIPS

LGRDP LAGRDP LKUR LPROD LPOV LRPOV
CIPS (level) -2.039 -2.113 -1.509 -1.957 -2.249* -1.970
CIPS (first -2.150 | -2.918*** -2.396** | -3.076*** | -3.761*** | -3.109***
difference)
CIPS (second S2.786*** | -3.347*** | -2, 745%** | .2,994*** | .3 Q5Q*** | .3 835***
difference)

Catatan: signifikan di *10%, **5% dan ***1%
Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

Pada uji kointegrasi, Tabel 5, variabel-variabel pada model, 1 dan 2, yang
menghubungkan KUR dan GRDP baik agregat maupun sektor pertanian sama-sama tidak
terdapat kointegrasi. Sementara, variabel-variabel pada model, 3 dan 4, yang
menghubungkan KUR dan kemiskinan (POV) baik di Indonesia maupun di pedesaan
sama-sama terdapat kointegrasi. Hanya saja, hasil Vector Error Correction Model
(VECM), yang sebaiknya digunakan jika ada kointegrasi, tidak menghasilkan regresi yang
optimum, sehingga regresi modal 3 dan 4 tetap menggunakan VAR. Selanjutnya, panjang
lag yang diambil untuk digunakan dalam estimasi keempat model panel VAR adalah 1.
Hal ini disebabkan nilai MBIC, MAIC, dan MQIC pada lag tersebut paling kecil.
Selanjutnya, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai eigen pada semua model yang
digunakan kurang dari 1, sehingga semua estimasi model panel VAR yang diperoleh
adalah stabil dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh jangka panjang.
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Tabel 5. Hasil Estimasi Empat Model

1. KUR - GRDP 2. KUR - AGRDP 3. KUR - POV 4. KUR - RPOV
Dependen D2.LGRDP D LAGRDP D _LPOV D_LRPOV
Kointegrasi X X v v
lag 1 1 1 1
D LKUR L1, 0.0062172 0.0250156*** -0.0174966** -0.0096506
D LPROD L1 0.035741 0.0128898 -0.1793671** -0.2605371**
D2 LGRDP L1. -0.2187599*
D LAGRDP L1. 0.1675885
D_LPOV L1. 0.085421
D LRPOV L1 0.1119278
Eigen value 0.5033662 0.7151594 0.5020277 0.5719277

Catatan: signifikan di *10%, **5% dan ***1%
Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Eviews 9.0

1. KUR dan GRDP

Berdasarkan hasil estimasi pada model 1 dan 2, Tabel 5, KUR berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun di sektor pertanian. Secara
keseluruhan, peningkatan 1% KUR satu tahun sebelumnya akan meningkatkan 0,006%
GRDP di tahun berjalan, namun tidak signifikan. Sementara khusus di sektor pertanian,
pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meningkat 0,025% dengan adanya peningkatan 1%
KUR di tahun lalu dengan taraf signifikan 1%.

Berikutnya, Gambar 5 menunjukkan hasil IRF atas perubahan KUR yang direspon
oleh GRDP secara agregat (Kiri) dan sektor pertanian (kanan). Secara keseluruhan, Gambar
5 menunjukkan guncangan pada KUR akan berefek peningkatan GRDP sektor pertanian
di 2 tahun awal, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang.
Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka
panjang hanya 1,6% variasi pada aggregat GRDP dapat dijelaskan oleh kondisi KUR.
Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 1,5% variasi aggregat GRDP di jangka
Panjang.

d_lkur : d2_lgrdp d_lkur : d_lagrdp

.02+

014
0054
/\_/_— °

-.01+

0 5 10 0 5 10
step step

95% ClI Orthogonalized IRF ‘ ‘ 95% ClI Orthogonalized IRF

impulse : response

Sumber : Diolah menggunakan aplikasi Stata 14.2
Gambar 5. Grafik IRF Variabel d_LKUR terhadap d2_LGRDP dan d_LAGRDP

Selanjutnya, pada seKtor pertanian, guncangan pada KUR akan berefek peningkatan
GRDP di 3 tahun awal, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada jangka
Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam
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jangka panjang hanya 32,9% variasi GRDP sektor pertanian dapat dijelaskan oleh kondisi
KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 5,4% variasi GRDP sector pertanian
di jangka Panjang.

Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan (guncangan) pertumbuhan nilai penyaluran
KUR sektor pertanian akan menyebabkan efek yang tidak signifikan terhadap
pertumbuhan PDRB agregat. Efeknya akan terasa pada tahun-tahun awal saja kemudian
akan stabil pada jangka panjang. Sementara secara aggregat, pertumbuhan nilai penyaluran
KUR sektor pertanian akan menyebabkan efek yang relatif signifikan terhadap
pertumbuhan PDRB dan efeknya akan terasa pada lima tahun pertama kemudian akan
stabil pada jangka panjang.

2. KUR dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi pada model 3 dan 4, Tabel 5, KUR berpengaruh negatif
terhadap jumlah penduduk miskin baik di Indonesia maupun di pedesaan. Secara aggregat,
kenaikan 1% pada penyaluran KUR sektor pertanian pada tahun ini akan mengurangi
pertumbuhan jumlah penduduk miskin Indonesia satu tahun mendatang sebesar 0.017%
dengan tingkat signifikansi 5%. Sementara di pedesaan, kenaikan 1% pada penyaluran
KUR sektor pertanian pada tahun ini tidak berpengaruh signifikan.

Berikutnya, Gambar 6 menunjukkan hasil IRF atas perubahan KUR yang direspon
oleh jumlah penduduk miskin di Indonesia (kiri) dan di pedesaan (kanan). Pada sektor
pertanian, Gambar 6 menunjukkan guncangan pada KUR akan berefek penurunan jumlah
penduduk miskin Indonesia di tahun pertama, setelah fluktuatif ditahun-tahun awal efek
guncangan tersebut akan stabil pada jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil
estimasi FEVD memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang hanya 4,1% variasi pada
jumlah penduduk miskin Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan KUR. Sementara hasil
produksi menjelaskan sebesar 11,5% variasi jumlah penduduk miskin Indonesia di jangka
Panjang.

d_lkur : d_Ipov d_lkur : d_lrpov
01 024

01

\ A e

-014

-024 -02

0 5 10 © 5 10
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95% ClI Orthogonalized IRF ‘ ‘ 95% ClI
impulse : response impulse : response

Orthogonalized IRF

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Stata 14.2
Gambar 6. Grafik IRF Variabel d_LKUR terhadap d_LPOV dan d_LRPOV

Selanjutnya, di pedesaan, guncangan pada KUR akan berefek penurunan jumlah
penduduk miskin di tahun pertama, setelah itu efek guncangan tersebut akan stabil pada
jangka Panjang. Sejalan dengan hal tersebut, hasil estimasi FEVD memperlihatkan bahwa
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dalam jangka panjang hanya 2,3% variasi jumlah penduduk miskin pedesaan dapat
dijelaskan oleh perubahan KUR. Sementara hasil produksi menjelaskan sebesar 13,5%
variasi GRDP sektor pertanian di jangka Panjang.

Hal ini berarti, perubahan penyaluran KUR sektor pertanian dapat menurunkan
jumlah penduduk miskin di pedesaan pada jangka pendek kemudian setelah itu akan
mengalami penurunan efek pada jangka menengah dan mencapai kestabilan pada jangka
panjang. Hal yang sama juga terjadi pada perubahan jumlah penduduk di Indonesia.

Pembahasan

Penyaluran KUR sektor pertanian memberikan dampak positif terhadap
pertumbuhan PDRB baik untuk sektor pertanian itu sendiri, maupun secara agregat. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akram et al. (2008), Simsir (2012), dan
Rehman et al. (2017). Masih sejalan dengan penelitian Akram et al. (2008), penyaluran
KUR sektor pertanian berdampak terhadap penurunan kemiskinan agregat maupun di
pedesaan. Secara garis besar, intervensi pemerintah terkait pembiayaan mikro dalam
bentuk program KUR sektor pertanian merupakan langkah produktif yang dapat dilakukan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus dapat menekan angka
kemiskinan di Indonesia.

KUR Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan PDRB

Dampak positif KUR sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian
dapat dijelaskan oleh argumen yang diberikan oleh Ashari (2009) dan Syukur et al. (dalam
Supadi dan Sumedi, 2004). Ashari (2009) dan Syukur et al. (dalam Supadi dan Sumedi,
2004) menjelaskan bahwa petani (pelaku usaha sektor pertanian) membutuhkan modal
untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka baik dengan intensifikasi maupun
ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara antara lain modernisasi alat-alat
pertanian, pembelian bibit berkualitas unggul, dan pupuk. Sedangkan ekstensifikasi
dilakukan dengan cara memperluas lahan tanam dan memperbaiki pola pemasaran hasil
pertanian.

Di sinilah peran KUR sebagai sebuah solusi untuk menambah modal petani yang
umumnya terbatas. Terutama ke petani miskin yang masih banyak di daerah pedesaan.
Dengan disalurkannya KUR ke sektor pertanian, para petani akan mempunyai modal untuk
melakukan ekspansi usaha sehingga meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Jika
produktivitas meningkat, maka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga akan
mengalami peningkatan (Supadi dan Sumedi, 2004).

Selain itu, KUR merupakan program dari pemerintah sehingga beban bunga yang
diberikan harus memperhatikan kemampuan petani dalam membayar (Nugroho, 2016).
Menurut Rehman et al. (2017) kredit pertanian dengan bunga rendah merupakan cara yang
cepat untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, KUR sektor pertanian yang
berbunga rendah dapat menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas dan
ekonomi sektor pertanian.

Skema subsidi bunga memberikan keringanan beban bunga yang harus ditanggung
petani. Beban bunga yang ditanggung petani juga mengalami tren penurunan yakni mulai
dari 13% dan 22% pada masa skema IJP (2007-2014), kemudian menjadi 12% pada tahun
2015 ketika menggunakan skema subsidi bunga, sampai menjadi 9% pada tahun 2016-
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2017. Saat ini, petani hanya menanggung beban bunga sekitar 7% sesuai yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sementara sisa beban bunga
harus ditanggung oleh pemerintah dari tahun ke tahun sampai KUR dibayar lunas oleh
petani. Beban bunga KUR mikro yang ditanggung negara untuk tahun 2017 dan 2018
adalah sebesar 9,5% dan 10,5% (Risalah Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
UMKM tanggal 8 Desember 2017).

Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh KUR
sektor pertanian terhadap PDRB agregat dan PDRB sektor pertanian pada tingkat
signifikansi 5%. KUR sektor pertanian tidak berdampak terhadap pertumbuhan PDRB
agregat namun berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Pemberian KUR sektor pertanian akan meningkatkan produktivitas sektor tersebut
dan akan berefek pada peningkatan ekonomi sektoral, dalam penelitian ini PDRB sektor
pertanian. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian akan menggerek pertumbuhan ekonomi
secara agregat dikarenakan kebiasaan para petani untuk membelanjakan surplus
pendapatannya ke barang-barang non pertanian sehingga menaikkan permintaan atas
barang-barang tersebut (Lewis, 1954 serta Mellor dan Ranade, 2006). Argumen ini
merupakan dasar mengapa pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian dapat
berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB agregat.

Fenomena pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian tidak berdampak
signifikan disebabkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Indonesia dan kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB agregat. Sejak tahun 1970, ekonomi di Indonesia tidak
lagi bertumpu pada sektor pertanian namun beralih ke sektor industri, jasa, dan
perdagangan (Suryahadi et al., 2008). Terlebih lagi, rata-rata kontribusi sektor pertanian
nasional selama tahun 2010-2017 yang hanya sebesar 13,24%. Dua hal inilah yang
menyebabkan mengapa KUR sektor pertanian tidak berdampak signifikan terhadap PDRB
agregat walaupun secara tanda terlihat berdampak positif.

KUR Sektor Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh KUR
sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pengaruh negatif ini
memberikan arti bahwa penyaluran KUR ke sektor pertanian membantu mengurangi
jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Zhuang et al. (2009) menjelaskan bahwa salah satu cara mengurangi kemiskinan
adalah pemberian kredit terhadap penduduk miskin. Pemberian kredit pada sektor
pertanian akan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan (Lewis, 1954). Terlebih, fakta
menunjukkan bahwa 37,57% penduduk Indonesia masih menggantungkan hidup di sektor
pertanian (BPS, 2016). Hal-hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian
berdampak dalam meningkatkan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor sehingga dapat
meningkatkan penghasilan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru (Suryahadi
et al., 2008 dan Hermawan, 2012), sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah
penduduk miskin di Indonesia. Lebih lanjut, 1% pertumbuhan sektor pertanian secara
signifikan akan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan sebanyak 0,07% (Suryahadi
et al., 2008). Sehingga secara tidak langsung, penyaluran KUR ke sektor pertanian akan
mengurangi jumlah penduduk miskin baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan.
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Disisi lain, penyaluran KUR ke sektor pertanian juga akan mengurangi tingkat
kemiskinan melalui cara langsung yakni dengan menyalurkannya ke penduduk miskin.
KUR merupakan bentuk kredit mikro (microcredit) yang diberikan kepada pelaku usaha
yang belum dilirik oleh pihak perbankan atau dengan kata lain belum bankable. Pemberian
kredit kepada pelaku usaha miskin (working poor) akan menciptakan peluang serta
meningkatkan kemampuannya untuk memperkaya dirinya sendiri (Kloppenburg, 2009).
Hasil penelitian ini sejalan dengan Imai et al. (2012) dan Lacalle-Calderon et al. (2018)
yang menunjukkan bahwa kredit mikro ternyata secara signifikan dapat mengurangi
tingkat kemiskinan sampai ke penduduk termiskin (extreme poor) di negara-negara yang
dijadikan sampel.

Lebih lanjut, Imai et al. (2012) juga menambahkan bahwa kredit mikro tidak hanya
dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun juga tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan di suatu negara. Hal ini disebabkan kredit mikro dapat dijadikan sebagai
bantalan oleh penduduk miskin ketika terjadi guncangan-guncangan terhadap ekonomi dan
kesehatan mereka sehingga tidak terjatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam (Fields,
2001). Dengan kata lain, ketika penduduk miskin masih memiliki modal untuk memulai
kembali usahanya ketika guncangan-guncangan tersebut melanda.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5%, ternyata
penyaluran KUR sektor pertanian tidak berdampak dalam mengurangi penduduk miskin
di pedesaan. Fenomena ini tentu saja berbalikan dengan temuan Akram et al. (2008) serta
teori yang disebutkan oleh Mellor dan Ranade (2006), serta Suryahadi et al. (2008) yang
menyatakan pemberian kredit berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di
pedesaan.

Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, terdapat indikasi bahwa
KUR sektor pertanian lebih banyak disalurkan ke bukan pelaku usaha miskin. Dengan kata
lain, penerima KUR telah memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup. Hal ini sangat
mungkin terjadi mengingat sektor pertanian memiliki risiko bawaan yang kompleks dan
tinggi sehingga pihak perbankan sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor
pertanian (Barry, Peter J. dan Lindon J. Robinson, 2001, serta Badiru, 2010). Lebih lanjut
lagi, Indonesia masih didominasi oleh petani kecil yang memiliki lahan garapan kurang
dari 0,5 hektar dan belum berorientasi kepada agribisnis dan agrobisnis sehingga
menambabh risiko usaha (Hermawan, 2012).

Kedua, penerima KUR sektor pertanian belum dapat mengembangkan usahanya
secara maksimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penambahan penghasilan.
Menurut Bank Indonesia (2015), pelaku usaha UMKM memiliki kendala di sumber daya
manusia, antara lain: (i) kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru; (ii)
kurangnya membaca kebutuhan pasar; (iii) pemasaran produk yang masih menggunakan
cara tradisional (mouth to mouth); (iv) serta kurangnya perencanaan jangka panjang.
Dengan demikian, upaya pendampingan bisnis juga diperlukan sebagai sarana pendukung
KUR. Dalam tulisannya, Zhuang et al. (2009) dan Lacalle-Calderon et al. (2018) juga
menekankan pentingnya sarana pendukung tersebut dalam meningkatkan pengaruh kredit
mikro terhadap pemberantasan kemiskinan. Pendamping bisnis dapat berasal dari
pemerintah, swadaya masyarakat, pelaku bisnis, maupun organisasi non pemerintah
(NGO) yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat dan UMKM (Zhuang et al.,
2009).
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Di Indonesia, kewajiban adanya pendampingan usaha bagi penerima KUR baru
diatur dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2015. Dalam aturan ini, peran
pembinaan pendampingan usaha diserahkan kepada kementerian/lembaga teknis terkait
dan pemerintah daerah. Kewajiban pendampingan ini terus dibawa sampai ke Permenko
Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku mulai tahun 2018 sehingga upaya pendampingan
usaha bagi penerima KUR dari pemerintah baru berjalan selama tiga tahun. Oleh karena
itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pendampingan usaha bagi penerima KUR
terutama sektor pertanian.

Kondisi Penyaluran KUR Sektor Pertanian di Indonesia

Selama periode penelitian, penyaluran KUR sektor pertanian masih terpusat di
regional Jawa (Tabel 6), meskipun rata-rata proporsi sektor pertanian di Jawa paling
sedikit. Jika dilihat dari dampak positif KUR sektor pertanian terhadap pembangunan di
Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan penyaluran KUR sektor
pertanian ke regional-regional yang bergantung pada sektor pertanian dan masih memiliki
tingkat kemiskinan yang tinggi. Regional-regional tersebut adalah regional Papua dan
Maluku, Sulawesi, serta Bali dan Nusra.

Selama tahun 2010-2017, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penyaluran
KUR sektor pertanian ke regional-regional tersebut namun masih kurang optimal untuk
regional Papua dan Maluku. Hal ini dapat dibuktikan dengan CAGR KUR sektor pertanian
ke regional Bali dan Nusra serta regional Sulawesi yang berada di atas CAGR nasional
yang sebesar 21,77%. Sementara, CAGR regional Papua dan Maluku masih berada di
bawah CAGR nasional bahkan CAGR regional Jawa. Oleh karena itu, pemerintah perlu
untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong para penyalur KUR untuk terus
meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian ke regional-regional prioritas terutama
regional Papua dan Maluku.

Tabel 6. Persentase PDRB Sektor Pertanian, Tingkat Kemiskinan, dan CAGR KUR
Sektor Pertanian di Indonesia

Rata-rata Tingkat Tingkat CAGR
Regional %PDRB $ektor Kemiskinan K_emiskinan penyaluran
Pertanian Agregat di Pedesaan KUR Sektor
Tahun 2017 Tahun 2017 Pertanian
Sumatera 22,08% 10,45% 11,74% 27,18%
Jawa 8,29% 9,29% 13,21% 19,81%
Bali dan Nusra 20,44% 14,06% 15,12% 31.13%
Kalimantan 11,99% 6,09% 7,85% 7,58%
Sulawesi 26,08% 12,23% 15,12% 28,19%
Papua dan Maluku 14,62% 19,38% 26,80% 13,28%

Sumber : Diolah dari BPS (2018)

Di sisi lain, penyaluran KUR sektor pertanian di Indonesia masih ditangani oleh
lembaga keuangan komersial umum. Dari 41 instansi penyalur KUR yang terdaftar, BRI
Agroniaga merupakan satu-satunya lembaga keuangan komersial yang memiliki
spesialisasi di sektor pertanian. Menurut Barry dan Lindon (2001), penyaluran kredit ke
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sektor pertanian sebaiknya dilakukan oleh lembaga keuangan yang terspesialisasi di bidang
pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang membutuhkan modal besar (capital-intensive)
tetapi juga memiliki karakter risiko kompleks yang disebabkan oleh likuiditas aset yang
rendah, masa produksi yang lama, ketergantungan terhadap kontrak ke pihak ketiga, serta
hasil panen yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Barry dan Lindon, 2001). Sehingga
secara teori keuangan, pembentukan lembaga keuangan yang terspesialisasi di bidang
pertanian merupakan langkah rasional untuk mengatasi risiko tersebut (Barry dan Lindon,
2001). Lebih lanjut lagi, Barry dan Lindon (2001) berargumen bahwa spesialisasi di sektor
pertanian akan memudahkan lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan sebagai
berikut:
1. Tingginya bias dalam penilaian kelayakan kredit usaha (creditworthiness) yang
disebabkan oleh keasimetrisan informasi antara petani dan kreditur.
2. Sulitnya penilaian kinerja keuangan karena karakter pelaku usaha sektor pertanian
yang jarang melakukan audit atas laporan keuangan mereka.
3. Tendensi petani untuk melakukan langkah-langkah nekat (go-for-broke behavior)
ketika terjadi penambahan nilai utang sehingga kreditur harus berkemampuan lebih
untuk melakukan pengawasan ekstra.

Temuan Lain yang Diperoleh dari Hasil Penelitian

Terdapat fenomena yang menarik untuk diperhatikan dalam penelitian ini. Keempat
model estimasi panel VAR menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel
d LKUR dan d_LPROD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR sektor pertanian
berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap produksi padi dan palawija.
Pertumbuhan penyaluran KUR sektor pertanian sebesar 1% tahun ini akan mengurangi
pertumbuhan produksi padi dan palawija sebesar 0,059% tahun berikutnya. Fenomena ini
tentu saja akan mengganggu pencapaian tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan
pangan nasional jika tidak ada penanganan lebih lanjut.

Jika menggunakan argumen yang dikemukakan Ashari (2009) dan Syukur et al.
(dalam Supadi dan Sumedi, 2004) bahwa kredit digunakan untuk optimalisasi produksi
pertanian dan teori penciptaan kekayaan Kloppenburg (2009) bahwa kredit mikro
menciptakan peluang untuk memperkaya diri sendiri, maka terdapat indikasi bahwa petani
padi dan palawija cenderung untuk beralih ke sub sektor lain ketika menerima KUR sektor
pertanian. Perkiraan penyebab terjadinya fenomena ini adalah produksi padi dan palawija
memberikan keuntungan yang kecil bagi petani sehingga petani akan beralih ke tanaman
atau bahkan sub sektor lain (peternakan, perkebunan, dll.) yang lebih menguntungkan
daripada bertani padi dan palawija.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa pemberian KUR berdampak
k positif signifikan terhadap agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.025%,
namun tidak signifikan pada sektor pertanian. Lebih lanjut lagi, KUR juga berdampak
signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0.017%, namun
tidak signifikan di pedesaan. Saran bagi Kementerian Perekonomian sebagai penanggung
jawab program KUR adalah mempercepat penyaluran KUR pertanian khususnya regional
Papua dan Maluku, menambah lembaga keuangan yang fokus pada penyaluran KUR, serta
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mempermudah akses pendampingan usaha bagi para petani baik dari pemerintah dalam
maupun luar negeri. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan
melihat lebih dalam terkait efektivitas penyaluran KUR baik dari sisi kredit maupun
pendampingan yang diterima petani serta bank penyalur kredit. Terlebih untuk produksi padi
dan palawija yang secara statistik terdampak negatif dari adanya KUR.
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